BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Jadi, Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan

Bermotor4.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di

alr

- 3 prakosa dalam Prasetiani,2010 Sri. Studi Persepsi. Jakarta : FE UL Halaman 38
4 Undang-undang No 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daetah. Halaman
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Pajak kendaraan bermotor adalah®:

I). Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah
pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

2). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi
tertenfu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak.

3). Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

4). Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk
kendaraan bermotor yang dirakit didalam negeri, sedangkan tahun
pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari
luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5). Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau
penguasaan kendaraan bermotor.

6). Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.
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7). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki kendaraan bermotor.

8). Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

9).

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi  Perseroan Terbatas,  Perseroan
Komanditer,Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga,
Bentuk Usaha Tetap atan bentuk badan lainnya.

Qurat Dendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan dan merndaftarkan kepemili kan dan
identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan

Pajak Daerah.

10). Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak.

11). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,




12).

13).

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

14). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat

SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan atau kredit ada pajak.

15). Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD

16).

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa kenaikan atau bunga.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

- m™ . 1 .1 Fa Y R 7.2y U o T P o WL R A S N o JR,



Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

17). Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan

Peraturan Perpajakan Daerah.

18). Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah

19).

kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

a). Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota.

b). Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga —
lembaga Internasional dengan asas timbal balik .

c). Pabrikan atau importir yang semata — mata tersedia dipamerkan
dan dijual

d). Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata — mata
untuk Pemadam Kebakaran,

e). Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor adalah :

a). Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya

dan atau ahli warisnya.

1T% YT o711 1. 1. 1.1 oo it rdrmee I m e w v



Dasar Hukum Pemungutan PKB
Berikut ini adalah Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor:

a. Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tentang Perubahan atas Undang — Undang
Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah®.

Objek PKB

Yang menjadi obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

a. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang,
terdaftar di Daerah;

b. Termasuk juga kendaraan bermotor beroda beserta
gandengannya, vang dioperasikan di semua jenis jalan darat

c. Pengecualian sebagai Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
Pihak yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak Kendaran

Bermotor adalah :




1). Kereta Api

2). Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara

3). Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsultan, perwakilan negara, asing dengan asas
timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang

memperolch fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI,

POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

memiliki Kendaraan Bermotor.

a. Wajib pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI,

POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

yang memiliki Kendaraan Bermotor

b. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili

oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

a.

b.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar’:
1,5 % kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi

1,0 % untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum
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c. 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI,
POLRI, Per:nerintah Darah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. 0,2 % untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat- alat

besar.

Kajian dengan tema pelaksanaan pajak pernah dilakukan oleh
Kurniawan®, Hasil penelitian penelitian Kumiawan dengan judul
Pelaksanaan Pemungutan Penghasilan Badan Oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama di Sleman menginformasikan bahwa upaya penertiban pemungutan
pajak dapat dilakukan dengan membentuk Citra P;ljak dalam masyarakat,
memperbaiki  sistem  pemungutan, transparansi anggaran, dan

mengoptimalkan peran hukum dalam perpajakan.

g juga telah melakukan

l Lebih lanjut, pada tahun 2010, Perdana
penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perhitungan dan Penyetoran PPH
Pribadi Pada PT Telkom Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan
upaya yang dilakukan dalam peningkatan dan penertiban pajak pada PT

Telkom Kota Yogyakarta adalah dengan membentuk Citra Pajak.

$ Kurniawan, Dedy. 2010. Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Badan Oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sleman. Yogyakarta : Ilmu Hukum UMY.

? Perdana, Bonny Wisang, 2010. Skripsi:Pelaksaan Perhitungan dan Penyetoran PPH
Pribadi Pada PT Telkom Yogyakarta. Yogyakarta : Ilmu Hukum UMY.
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Penelitian yang berkaitan dengan PKB juga pernah dilakukan oleh
Kristono'® untuk keperluan penelitian. Hasil penelitian Kristono
menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Propinsi
diantaranya dengan menerbitkan keputusan Gubernur guna mendukung
pelaksanaan regulasi, dan fungsi regulasi tidak hanya berperan dalam
perkembangan perekonomian namun juga berperan bagi pengendalian

pertambahan kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Secara spesifik, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Kurniawan terletak pada fokus penelitian. Dalam
penelitiannya, Kurniawan mengamati tentang Pajak Penghasilan Badan.
Sementara -fokus penelitian ini adalah tentang Pajak Kendaraan
Bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh
Perdana juga terletak pada objek kajiannya. Meskipun sama-sama
mengkaji tentang pajak namun yang ingin diketahui bukanlah
pethitungan dan penyetoran PPH pribadi. Penelitian ini ingin mengetahui
bagaimana pelaksanaan fungsi PKB dan upaya penertibannya.

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh
Kristono dengan penelitian ini berada pada lokasi penelitian. Penelitian
Kristono tentang fungsi regulasi PKB dilakukan di Jawa Tengah

sedangkan lokasi peneltian ini berada di Bantul Yogyakarta. Fokus

10 K ristono, 2004. Fungsi Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
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penelitian juga berbeda, jika penelitian Kristono terfokus pada fungsi
regulasi PKB saja maka penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui
fungsi anggaran (budgetair) PKB.

Objek kajian penelitian atas pelaksanaan fungsi PKB merupakan
tema yang penting untuk dikaji. Hal ini karena PKB merupakan salah
satu sumber penghasilan yang memiliki kontribusi besar terhadap
Pendapatan Asli Dacrah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, penelitian ini pada dasarnya merupakan analisis
terhadap pelaksanaan fungsi PKB, yang dalam teori Hukum Administrasi
Negara (HAN) pajak memiliki fungsi diantaranya fungsi anggaran
(budgetazr) dan fungsi regulasi (regulat:on) Adapun kajian mengena1
analisis upaya penertiban pelaksanaan fungsi PKB akan dltelaah lebih

lanjut pada sub-bab selanjutnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal
dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu
untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004).
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Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Hasil Pajak Daerah;
3. Hasil Retribusi Daerah;
4. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan;
5. Lain— lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
6. Dana Perimbangan;
7. Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting
sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD
khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi dacrah, digariskan
bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat.
Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme
pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi

tukum bagi wajib pajak yang lalai.
1.  Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak adalah juran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari

masyarakat (wajib paj ak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara
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dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk

secara langsung' !

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting
yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk
membiayai kegiatan — kegiatan pemerintahan dan pembangunan
serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan
sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ckonomi, realokasi

sumber — sumber ekonomi.

Adriani menyatakan pajak adalah iuran kepada negara yang
dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya
menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang

dapat ditunjuk secara langsung'”.

Pemungutan pajak dilaksanakan menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang

menyelenggarakan pe:merintalmfml3 .

Il protodiharjo. R. Santoso. 2003. pengatar limu Hukum Pajak. Edisi Ke Empat. Bandung : PT
Rafika Aditama. Halaman 81

12 peidana, Bormy Wisang. 2010. Skripsi:Pelaksaan Perhitungan dan Penyetoran PPH Pribadi

Pada PT Telkom Yogyakarta. Yogyakarta : [mu Hukum UMY. Hal 6 ’

13 waluyo & B, Illyar Wirawan. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.. Hal. 4
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Sedangkan menurut Sumitro pajak adalah gejala masyarakat,
artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah
kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan
tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai
hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari
hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu
tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah
masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup
Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan
kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-
masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari
individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah
untuk kelangsungan hidup alat — alat Negara, admiinistrasi Negara,
lembaga — lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai

dari penghasilan Negara'®.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan
pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Neéara itu.
Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi
peneriman Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai
kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup

kepentingan pribadi  individu seperti kesehatan masyarakat,

14~
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pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada
kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak
sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah ser;yawa dengan
kepentingan umum. Pungutan pajak fengurangi penghasilan
/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan'
masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat
melalui pengeluaran — pengeluaran  rutin dan pengeluaran
pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh
masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar

pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Soemahamidjaja, Soeparman dalam  disertasinya Yyang
berjudul Pajak Berdasar Azas Gotong Royong, berpendapat :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang

dipungut oleh penguasa berdasar norma — norma hukum guna

menutup biaya produksi barang — barang dan jasa - jasa
Kkolektif dalam mencapai kesejahteraan umum’.

Lebih lanjut, menurut Miyasto secara historis pajak sudah
lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa.
Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas
Malthus, berpendapat bahwa pajak sudah menjadi bagian yang
tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu Negara. Dari pajak
inilah Negara membiayai kegiatan — kegiatan administrasi

pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat

15 Suandy, Erly. Ibid. Hal : 9
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dipergunakan sebagai instrumen penting untuk membangun
keunggulan — keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan

dengan bangsa lain'®

Pengertian Pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6
Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi

sebesar — besarnya kemakmuran rakyat.

.. Pajak Daerah menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Pajak Dacrah, yakni kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang prlbad1 atau badan yang bersifat? memaksa
berdasarkan Undang Undang, dengan tldak m d’apatkan imbalan

secara *langsung dan dlgunakan untuk keperluan daerah bagi -

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'’.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis pajak untuk propinsi

kabupaten, kota adalah sebagai berikut:

Mlyasto 1997. Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi. Semarang: Pidato
Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi. Hal:2 ’
17 peratutan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
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a.  Jenis pajak daerah terdiri dari:
1). pajak kendaraan bermotor dengan kendaraan atas air,
beban kendaaraan bermotor dan atas air

2). pajak bahan bakar kendraan bermotor

3). pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan
permukaan
b.  Jenis pajak kabupaten kota

Jenis-jenis pajak kabupaten kota antara lain pajak hotel,
restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan |

pajak pengambilan bahan galian golongan ¢ , pajak parkir.

Undang Undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk
memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban
pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal
J(pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh Undang
. Undang no 19:9-5Eaﬁpn: 20(_)_6 termasuk wéié.’éﬁaﬁg- dari perpajakan
ﬁhmk~;m§:ngz{dsakan penyit-a'a.i'x;' ter‘ha.nf:lap harta bergerak/‘ t;tap_\_yvajib
pajak. )

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau

girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar

rnaials mamarien malatie cmmn AT Al L . _*1 1 1



2.

dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan
memasukkannya kedalam penjarals.

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya
adalah wajib pajak (fax payer) tidak menerima jasa timbal yang
dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu
dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal
tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya
khusus. Dipandang dari segi hukum maka pajak akan terutang
apabila memenuhi syarat subj ektif dan syarat objektif .

Syarat objektif, yang berhubungan dengan objek pajak
misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak.
Syarat subjektif adalah syarat yang berhubungan dengan subjek

pajak , apakah orang pribadi atau badan.

A

Fungsi pajak:= .

Pajak memilikiibeberapa fungsi, yaitu:
a. Fungsi budgetair
Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan
fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan
sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas

negara berdasarkan Undang Undang perepajakan yang

18 Gunadi,

2007. Akutansi Pajak. Jakarta : Penerbit PT. Garmedia Widiasarana. Halaman 52
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berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan
Undang Undang.

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara
optimal adalah sebagi berikut:

1). Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak

membayar kewajiban pajaknya,
2). Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak
kepada fiskus
3). Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan
perhitungan fiskus yang terlepas
Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas
negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
Sistem pemungutan pajak suatu negara menganut dua

sistem;

1). Self assessment system; menghitung pajak sendiri

- - L had |
- -

2). Official assessment system ;menghitung pajak adalah

pihak fiskus

Perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan
dapat terlihat dalam APBN yang setiap tahun disahkan dengan
Undang Undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun
ketahun khususnya setelah reformasi UU perpajakan Tahun

1983/1984.
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Fungsi regulerend

Fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak
dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan
tertentu , dan sebagainyf-:l sebagai fungsi tambahan karena fungsi imi
hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai
tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan,
misalnya: pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi
konsumsi fasilitas perpajakan schingga perwujudan dari pajak
regulerend yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 tahun
1967 tentang penanaman modal asing, contoh:

1) beamaterai modal

2) beamasuk dan pajak penjualan
3) bea balik nama

4) pajak perseroan

5) pajak devident

Jenis-jenis Pajak di Indonesia
Dalam Hukum Pajak terdapat berbagai pembedaan tentang
jenis-jenis pajak dimana pembedaan dan pembagian tersebut

mempunyai fungsi yang berlainan. Dalam penelitian ini akan
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diuraikan tentang penggolongan pajak yang dibedakan menurut

golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnyalg.

a. Pajak Menurut Golongannya.

Menurut Golongannya Pajak dibagai menjadi dua,

yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

1).

2).

Pajak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah
pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan
kepada orang lain. Dalam pengertian Administratif,
Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara
berkala.

Pajak Tidak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Tidak Langsung

adalah pajak — _pajak ya}lg bebannya dapat

- dilimpahkan kepada -pi}wmk ketiga atau konsumen.

Dalam pengertian Administratif, Pajak Tidak Langsung
adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau
perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan




b.

akte.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea

Meterai; Bea Balik Nama.

Pajak Menurut Sifatnya :

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak

Subyektif dan Pajak Obyektif.

1.

2).

Pajak Subyektif ( bersifat Perorangan ) adalah pajak
yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi
Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus
ditemukan  alasan-alasan yang obyektif yang
berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu
yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah Pajak
Penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak
dan Wajib Pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena
besarnya pajak penghasilar}! yang harus dibayar
tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak —
pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat
mempengaruchi besar kecilnya jumlah pajak yang
terutang.

Pajak Obyektif (bersifat Kebendaan)

Pajak Obyektif pertama —tama melihat kepada
obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa

keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan
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timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah
dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang
bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan
apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau

tidak.

Menurut Lembaga Pemungutannya.
Menurut lLembaga Pemungutannya, pajak dibagi
menjadi dua yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak

Daerah.

1). Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat Yyang
- penyelenggaraannya dilaksanakan oleh - Departemen
Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk
pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umunya. .
. a). Pajak yang dipur:iéu;c oleh Dirjen Pajak :
- Pajak Pengahsilan (PI;H)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai
- Bea Lelang.
b). Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea

Cukai).

28




2). Pajak Daerah.
Adalah Pajak — pajak yang dipungut oleh Daerah
Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan
pada Peraturan Daerah masing — masing dan hasilnya
digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah
masing-masing.
Jenis Pajak Provinsi terdiri dari®® :

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

.4. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
a. Paj;tk Daerah :

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepz;da, Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan

pembangunan Daerah®'.

20 pagal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Pajak Daerah
21 {117 RI No.34 Th.2000 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997

ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan
dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu
Sistem Official Assessment. Sistem Official Assessment
adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala
Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib
Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau
Bank P.ersepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar
akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)*%

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan
kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara
keduanya adalah pihak pemungutnya. Jika Pajak Umum atau
biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adaleih Pemerintah
Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah
Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Secara
spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey

(1988) terdiri dari 4 (empat) hal yaitu®:

P

2
ZEn

Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Hal : 265
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1). Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
pengaturan dari daerah sendiri.

2). Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah
Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

3). Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah
Daerah.

4). Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh
Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan
kepada Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 34

Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang — Undang

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daetah dan Retribusi

Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri

dari :

1). Pajak Kendar-aan Bermotor dan Kendaraah Di Atas Air

2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di

Atas Air
3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan
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5.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Salah Satu Pendapatan
Asli Daerah
Sebagaimana telah  disampaikan pada pembahasan
sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 28
Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagéi
berikut :
a. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ),
b. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air ( PKBDA ),
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBNKB ),
d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatasa Air
(BBNKBDA),
e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB ),
f. Pajak Pengambilan dah Pemanfaatan Ari Bawah Tanah (
P3ABT),
g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan ( P2AP),
Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang
cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor
pajak tersebut terhadap penerimaan daerah. Dengan situasi dan
kondisi perckonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis

ckonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman
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terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi
perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas
pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang
pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap
Anggaran Daerah.

Dengan kondisi tersebut, disatu sisi PKB merupakan salah
satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang
pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati
tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor
terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta.
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